
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana
Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah setelah RPJMDditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2019-2024;

BUPATITABALONG,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

RENCANASTRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATENTABALONGTAHUN2019-2024

TENTANG

PERATURANBUPATITABALONG
NOMOR 34 TAHUN2019

BUPATITABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

IISAUNAN

Mengingat

Menimbang
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sarna Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6219);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4725);

6. Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4815);

9. Peraturan Pemerintah Nomor8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4698);

10. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6133);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor6322);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2017 Nomor1213);

18. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor09 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018
Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor
01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2017 Nomor02);

20. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor19Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong
Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten TabalongNomor06);

21. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3



6. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2019-2024.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Tabalongyang disusun setiap tahun.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai un sur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati
Tabalong.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang
nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,
lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan,
berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.

Pasal 1

BUPATI
DAERAH

TENTANG RENCANA STRATEGIS
KABUPATEN TABALONG TAHUN

PERATURAN
PERANGKAT
2019 - 2024.

MEMUTUSKAN:

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor
OS,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02);

22. Peraturan Daerah Kabupaten TabalongNomor04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten TabalongNomor04);
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Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. BABI : Pendahuluan;
b. BABII : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
c. BABIII : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat

Daerah;
d. BABIV :Tujuan dan Sasaran;
e. BABV : Strategi dan ArahKebijakan;
f. BABVI : Rencana Programdan Kegiatanserta

Pendanaan;
g. BABVII : KinerjaPenyelenggaraanBidangUrusan
h. BABVIII : KinerjaPenyelenggaraanPemerintahan; dan
i. Bab IX : Penutup.

Pasa15

Rancangan Dokumen Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh
Bappeda untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah
telah selaras dengan RPJMD.

Pasal4

Programdan Kegiatandi dalam Renstra disusun berpedoman pada
RPJMD,kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat
Daerah.

Pasal3

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, yang
dijadikan pedoman dalam penyusunan RenjaPerangkat Daerah.

Pasa12

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Visiadalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periodeperencanaan.

12. Misiadalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

13. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan
program-programindikatifuntuk mewujudkan visi dan misi.

14. Kebijakan pembangunan adalah arahy tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

15. Programadalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam
bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai
hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil
(outcome) suatu program.

5



BERITADAERAHKABUPATENTABALONGTAHUN2019 NOMOR 3?".

ABDULMUTHALIBSANGADJI

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTABALONG,

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2. 3. ()k.kJhfZ/' OU;:)I!J

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2.3~,tIo.6rz/' dltJ/!1oBUPATI ;~A}YONG' J

4t-NANG SYAKHFIANI

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa19

(1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah
melakukan tindakan perbaikanrpenyempumaan.

(3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan
evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui
KepalaBappeda.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi
vdengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal7

Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasa16
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